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Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten Wonogiri tentang Tim Penyusun dan Tim 

Penilai Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan 

(PIPK) Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten 

Wonogiri 

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

  2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

  3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

  4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang 

Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224); 

  5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 

Pelaporan Keuangan dan Kinerja lnstansi Pemerintah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 

Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4614); 

  6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang 

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4890); 
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  7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5165); 

  8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2013 tentang 

Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 

Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Tata Cara 

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6267); 

  9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 

tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu 

Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan 

Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2019 Nomor 193);  

  10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

217/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan 

Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1366); 

  11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan 

Pelaporan Keuangan lnstansi (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2022 Nomor 1366); 

  12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158 Tahun 2023 

tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan 

Nomor 171/PMK.05/2021 Tentang Pelaksanaan 

Sistem Sakti (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2023 Nomor 1063); 

  13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 

tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 
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2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 

Nomor 347); 

  14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41 Tahun 2026 

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri 

Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang 

Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta 

Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 409); 

  15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 

2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan 

Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan 

Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, 

dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali, terkahir dengan Peraturan Komisi 

Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang 

Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan 

Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, 

Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat 

Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi 

Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826); 

  16. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 

2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian 

Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal 

Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi 

Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi 

Pemilihan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2023 Nomor 172); 

  17. Keputusan Komisi Pemilihan Urnum Nomor 1027 

Tahun 2025 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan 

Anggaran Belanja Negara serta Akuntansi dan 

Pelaporan Keuangan di Lingkungan Komisi Pemilihan 

Umum. 
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Memperhatikan : Surat Pengesahan Daftar lsian Pelaksanaan Anggaran 

(SP-DIPA) Komisi Pemilihan Umum [Kabupaten 

Wonogiri] Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2026 

Nomor SP DIPA- 076.01.2.657537/2026 tanggal 1 

Desember 2025. 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN WONOGIRI TENTANG TIM PENYUSUN 

DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS 

PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) TAHUN 2026 PADA 

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI. 

KESATU : Membentuk Tim Penyusun dan Tim Penilai 

Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) 

dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum 

dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari keputusan ini. 

KEDUA : Tim Penyusun PIPK sebagaimana dimaksud dalam 

Diktum KESATU bertugas: 

  a. Menyusun Tabel Identifikasi Risiko dan Kecukupan 

Rancangan Pengendaliannya (Matriks Risiko-

Pengendalian); 

  b. Menyusun Pengujian Pengendalian Intern Tingkat 

Entitas; 

  c. Menyusun Pengujian Pengendalian Umum Teknologi 

Informasi dan Komunikasi (PUTIK); 

  d. Menyusun Pengujian Atribut Pengendalian; 

  e. Menyusun Pengujian Pengendalian Aplikasi; 

  f. Menyusun Penilaian Efektivitas Implementasi 

Pengendalian dan Penilaian Kelemahan; dan 

  g. Menyusun Laporan Hasil Akhir Penilaian Penerapan 

PIPK. 

  Tim Penilai PIPK sebagaimana dimaksud dalam Diktum 

KESATU bertugas: 

  a. Melaksanakan penilaian pengendalian intern di unit 

kerjanya; 
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